PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 26 - TAHUN 2005 ;

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang :

-

Mengingat :

o

TAHUN ANGGARAN 2005
BUFATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka penyelesaian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2005 dapat berjalan lancar, khususnya batas waktu
pengajuan SPP, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati
Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,; :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




I
»
=

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44931);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4105);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4024);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439); '

o




Menetapkan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416);

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4330) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 77);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor & Tahun 2002
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor
32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
90);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
121%

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005.

- Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 8) diubah sebagai
berikut :

Lampiran huruf B. Penatausahaan Pelaksanaan APBD, angka 1
Pengajuan Surat Permintaaan Pembayaran (SPP) huruf i. Batas
waktu pengajuan SPP diubah, sehingga keseluruhan huruf i
berbunyi sebagai berikut :

1. Batas waktu pengajuan SPP.




1) Menjelang akhir tahun anggaran pengajuan SPP PK-DU
selambat-lambatnya tanggal 26 Desember tahun anggaran
yang bersangkutan; »

2) Menjelang akhir tahun anggaran pengajuan SPP-BT
selambat-lambatnya tanggal 28 Desember tahun anggaran
yang bersangkutan; :

3) SPP Gaji dari Pemegang Kas kepada Bupati selambat-
lambatnya tanggal 10 (sepuluh) sebelum bulan berkenaan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukohaijo
& pada tanggal 30 Nopember 2005.

o BUP SUKOHARJO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Jugas,

BAMBANG RIYANTO

RYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR 26




